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(Permentan No. 381/2005)

NOMOR KONTROL VETERINER
PRAKTEK HIGIENE & SANITASI

KD-1411321-48

Rangkaian kegiatan penerbitan
sertifikat NKV terhadap unit usaha
pangan asal hewan yang telah
memenuhi persyaratan kelayakan
dasar sistem jaminan keamanan
pangan dalam aspek higiene,
sanitasi & biosekuriti



v adalah bukti tertulis
yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai
kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada
unit usaha pangan asal hewan.

\/ adalah pangan yang berasal dari hewan
berupa daging, susu dan telur.

\/ adalah unit usaha yang

dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat
untuk tujuan komersil yang meliputi Rumah Potong Hewan
(Ruminansia/Unggas/Babi), usaha budidaya unggas petelur,
usaha pemasukan/pengeluaran, distributor, ritel, dan atau
pengolahan pangan asal hewan.



\/ adalah unit kerja provinsi yang membidangi
fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

\/ adalah unit kerja kabupaten/kota
yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

\/ adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk
meningkatkan kesehatan

\/ adalah semua tindakan untuk mencegah masuk

dan menyebarnya agen penyakit ke populasi hewan rentan di
suatu peternakan dan/atau daerah



\/ adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara

menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang
berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut

\/ adalah petugas pemerintah dengan latar
belakang pendidikan dokter hewan, sarjana peternakan, sarjana
lain di bidang pangan dan gizi atau paramedik veteriner yang

telah mengikuti pelatihan auditor NKV dan memiliki sertifikat
auditor NKV

\/ adalah dokter hewan pemerintah yang telah

mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat pengawas kesmavet
serta ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur atau
Kepala Dinas kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota untuk
melaksanakan pengawasan kesmavet.



KEBIJAKAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DAN PASCAPANEN

-

*. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan
Pangan Asal Hewan



KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN KEAMANAN
PANGAN ASAL HEWAN

3 Strategi utama:

1. Peningkatan jaminan PAH ASUH melalui pengawasan
terpadu pada rantai produksi pangan asal hewan
melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
- tempat produksi PAH (RPH, TPD, RPU, dll), tempat
pengumpul dan penjajaan PAH

2. Penerapan Program Monitoring & Surveilance Residu
dan Cemaran Mikroba pada produk hewan =
Peningkatan kompetensi laboratrium

3. Peningkatan daya saing dan pengurangan kerusakan
PAH = Pembinaan pasca panen
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DASAR HUKUM

O UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan

o

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

O

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

O

O

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota




DASAR HUKUM ...

O PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,

Mutu dan Gizi Pangan > Menteri Pertanian
pertanggung-jawab menetapkan pedoman yang
perkaitan dengan keamanan pangan segar asal
newan, sebagaimana tercantum pada :

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) bahwa : Pedoman
Cara Produksi Pangan Segar (dalam hal ini
Pangan asal Hewan) yang Baik ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pertanian (d.h.i. Menteri Pertanian)

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bahwa : Pedoman
Cara Distribusi Pangan yang Baik ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidangnya (
d.h.i. Menteri Pertanian di bidang Pertanian)




DASAR HUKUM ...

Pasal 10 bahwa : Menteri yang bertanggung jawab
di bidang (a.l. Pertanian) dapat menetapkan
pedoman cara yang baik untuk diterapkan secara

wajib

Produk Pangan Asal Hewan

¥

Menteri Pertanian menetapkan Pedoman Sertifikasi
Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan

A 4




Tujuan dan Manfaat
Sertifikasi Nemer Kent
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TUJUAN SERTIFIKASI NKV

1 Memberi jaminan dan perlindungan kepada

2

3

masyarakat bahwa pangan asal hewan yang
dibeli/dikonsumsi berasal dari unit usaha yang
telah memenuhi persyaratan higiene, sanitasi dan
biosekuriti

Terlaksananya tertib hukum dan tertib
administrasi dalam pengelolaan unit usaha pangan
asal hewan

Pelaksanaan sistem pengawasan unit usaha

pangan asal hewan menjadi lebih efektif >alat
dalam penelusuran kembali (trace back)



MANFAAT SERTIFIKASI NKV

1 Bagi unit usaha yang memiliki NKV dapat
memperoleh nilai tambah dan daya saing berupa
jaminan keamanan produk dengan mencantumkan
label NKV pada produknya atau memasang
sertifikat NKV pada kios daging (meat shop)

2 Bagi pemerintah, merupakan sarana penelusuran /
tracebility sumber produk yang efektif dalam rantai
keamanan pangan



Sertifikasi Kontrol Veteriner

Unit Usaha Pangan Asal Hewan
(Permentan No. 381/2005)

1'. Pelaku Usaha yang Wajib Memiliki NKV
2 Persyaratan Untuk Memperoleh NKV
3 Tata Cara Untuk Memperoleh NKV

4 Kewajiban Pencantuman NKV

5 Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan NKV

6 Pembinaan

7 Pengawasan
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PELAKU USAHA WAJIB MEMILIKI NKV APABILA
BERUSAHA DI BIDANG:

Rumah Pemotongan Hewan/Unggas/Babi

Usaha Pemasukan

Usaha Pengeluaran

Usaha Pengumpulan/Distribusi

Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan :

a. Usaha Pengolahan Daging (meat further processed)
b. Usaha Pasteurisasi Susu

c. Usaha Pengumpulan/Pengolahan Telur

6. Usaha Penjajaan/Ritel (kios daging /meat shop)
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2 PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH NKV

Permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha
kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi
kesmavet di daerah propinsi, dengan melampirkan
persyaratan administrasi

1. Persyaratan Administrasi :

% KTP - Akte Pendirian

Surat Keterangan Domisili

SIUP, NPWP, HO

ljin Lokasi

Rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang
membidangi fungsi kesmavet

Surat penunjukan dokter hewan penanggung
jawab dari dinas kabupaten/kota yang
membidangi kesmavet
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PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH NKV ...

2. Persyaratan Teknis:

M Memiliki dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UPL)/Upaya Pengendalian
Lingkungan (UKL) khusus untuk RPH,RPU dan
Unit Pengolahan PAH

M Memiliki tenaga kerja teknis/penanggung
jawab teknis yang mempunyai keahlian bidang
Kesmavet

M Menerapkan Cara Produksi Yang Baik :

Higiene Personal (karyawan)

Bangunan (lokasi, lingkungan, disain, konstruksi, /ay ou?
Sarana (air bersih dan penerangan) dan peralatan

Proses

M Menerapkan Cara Budidaya Unggas Petelur yang
Baik khusus untuk Usaha Pengumpulan/
Pengolahan Telur



3 TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH NKV

1

Tidak lengkap 2

Lengkap

3

A4

Persyaratan teknis

terpenuhi 5

Persyaratan teknis tidak
terpenuhi (perlu tindakan

koreksi)
6

v

Pimpinan unit usaha mengajukan permohonan (+ persyaratan
adm) ke Kepala Dinas Peternakan Provinsi, Cc. Dirjen Nak Cq.
Direktur Kesmavet

Pemeriksaan dokumen (maksimum 30 hari kerja)
Kepala Dinas memberitahukan Pemohon, akan dilakukan penilaian

di unit usaha dalam waktu 7 hari kerja sejak terpenuhinya
persyaratan adm.

Penilaian persyaratan teknis di unit usaha dilakukan oleh Tim
Auditor yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi

Rekomendasi Tim Auditor kepada Kepala Dinas Provinsi

Kepala Dinas Provinsi menunda penerbitan NKV sampai
dipenuhinnya tindakan koreksi oleh pemohon

Kepala Dinas Provinsi menerbitkan NKV dalam bentuk sertifilegb/2017
dalam waktu 14 hari kerja sejak terpenuhinya persyaratan teknis
dan atau tindakan koreksi



J KEWAJIBAN PENCANTUMAN NKV

1. Pelaku usaha yang telah memperoleh NKV wajib
mencantumkan label NKV pada kemasan
produknya (daging, susu, telur)

2. Pelaku usaha retail/penjajaan wajib mencantumkan
NKV pada kios daging (meat shop) berupa
pemasangan sertifikat NKV di kios pada area yang
mudah dilihat konsumen

3. Pelaku usaha pemasukan dan distribusi wajib
mencantumkan NKV pada gudang (cold
storage/chill room) berupa pemasangan sertifikat
NKV pada area yang mudah dilihat



5 MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN
MASA PENCABUTAN

MASA BERLAKU NKV : selama unit usaha melakukan
kegiatan produksi dan memenubhi
persyaratan hygiene-sanitasi dan biosekuriti

PERUBAHAN :

% Perubahan NKV dilakukan bila terjadi perubahan

jenis usaha/tempat usaha/pengelola usaha/nama
unit usaha

% Berdasarkan permohonan pemilik unit usaha

% Berdasarkan hasil surveilans ditemukan adanya
bukti perubahan tersebut diatas



PENCABUTAN NKYV :

Pencabutan NKV dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi
yang membidangi fungsi kesmavet, dengan alasan :
< Unit usaha tidak lagi memenuhi persyaratan hygiene
sanitasi
< Unit usaha tidak lagi melakukan kegiatan usaha
< Beralihnya penanggungjawab unit usaha
< Unit usaha dinyatakan pailit

< Berpindahnya unit usaha

Prosedur Pencabutan :
— Peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut selama 3 bulan.

- Unit usaha tidak melakukan kegiatan selama 6 bulas o



6 PEMBINAAN

1. Pelaku usaha yang belum dapat diberikan
NKV dilakukan pembinaan oleh Dinas
Kabupaten/Kota

2. Dinas Kabupaten/Kota melakukan
pembinaan mengikuti ketentuan dalam
pedoman pembinaan seperti tercantum
dalam lampiran IV Permentan 381/2005



7

%+ Pengawasan secara langsung dilakukan oleh petugas
Kesmavet dilakukan dengan pemantauan,surveilans dan
verifikasi

<+ Berdasarkan laporan hasil pengawasan secara langsung,
kepala Dinas Propinsi :

a. Bila terjadi penyimpangan, memberikan peringatan
dan atau pencabutan (Pasal 14)

b. Bila terjadi pemindahan lokasi, melakukan perubahan
NKV (Pasal 12)

c. Bila terjadi pemindahan lokasi kewilayah propinsi
yang berbeda, melakukan pencabutan (pasal 13)

< Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui
sistem pelaporan (konsumen/produsen)



PENGAWASAN...

< Tim Auditor Ditjen Nak. dapat melakukan verifikasi
pelaksanaan proses pemberian NKV suatu unit usaha PAH

<+ Tujuan verifikasi untuk harmonisasi standar jaminan
keamanan asal hewan ditingkat regional dan/atau
internasional

< Tim Auditor Ditjen melaporkan hasil verifikasi pada Direktur
Jenderal Peternakan

»Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi Tim Auditor
Ditjen Nak dapat meminta Kadis Propinsi untuk melakukan
penyempurnaan pelaksanaan penerapan metode, sistem dan
prosedur, pengujian, cara penilaian, pemantauan dan atau
surveilans



Revisi Permentan No. 381/2005

\

Rancangan Peraturan Menteri
Pertanian (RPMP) Tata Cara
Sertiflkasl NKV



v  Revisi Permentan No. 381/2005: Pedoman
Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha PAH”
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RPWIP Tata Cara Serifigas) Nomor Sonirol Veteriner
Unit Usaineg Procdus rlewear (peruozanan orinsip)

v NKV merupakan persyaratan dasar penerapan sistem
jaminan keamanan

v Produk hewan mencakup pangan asal hewan dan

v~ NKV diberikan oleh pemerintah daerah provinsi
kepada unit usaha produk hewan yang telah
menerapkan cara yang baik secara terus menerus

v’

usaha produk hewan yang
belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam
menerapkan cara yang baik

v’ Masa pembinaan
v’



RUANG LINGKUP

. Pelaku usaha pangan asal
hewan yang wajib memiliki
NKV

. Persyaratan untuk
memperoleh NKV

. Tata cara memperoleh NKV
. Kewajiban pencantuman NKV

. Masa berlaku, perubahan dan
pencabutan NKV

. Pembinaan
. Pengawasan

-

NoO O AW

. Persyaratan memperoleh

NKV

. Penerbitan NKV
. Pencantuman NKV
. Pencabutan NKV

Pembinaan

. Pengawasan



MATRIKS PERBANDINGAN

N Uraian Permentan No. RPMP Tata Cara
o) 381/2005 Sertifikasi NKV
1. | Unit ‘RPH « tempat budidaya;
usaha Usaha Budidaya e tempat produksi
yang Unggas Petelur PAH;
wajib Usaha Pemasukan |*tempat produksi
memiliki PAH (Impor) produk hewan
NKV Usaha Pengeluaran | nonpangan;
PAH (Ekspor) * RPH;
Usaha Distribusi * tempat

dan atau Usaha
Ritel
Usaha Pengolahan
PAH

pengumpulan dan
penjualan; dan

* pengangkutan
produk hewan




No Uraian Permentan No. RPMP Tata Cara Sertifikasi NKV
381/2005
2. |Persyaratan |+ KTP/akte pendirian * KTP pemilik atau penanggung
administrasi | perusahaan jawab usaha;

» Surat Keterangan
Domisili

« Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)

 Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)

» Surat I1zin HO (hinder
ordonnantie)

* Surat Ket. Domisili;
9
unit usaha budidaya;
—2unit
usaha RPH;
« SIUP - unit usaha PH;
* NPWP;

pelaku usaha yang
melakukan kegiatan di tempat
usaha milik orang lain; dan




bagi unit usaha RPH (R, B, U),
dan Unit Pengolahan PAH
Memiliki bangunan, sapras
usaha yang penuhi syarat
higiene-sanitasi

Memiliki tenaga kerja teknis
dan/atau penanggung jawab
teknis yang mempunyai
keahlian/ ketrampilan di
bidang Kesmavet
Menerapkan proses
penanganan dan atau
pengolahan yang higienis
(GHP)

Menerapkan cara budidaya
unggas petelur yang baik
(GFP)

No Uraian Permentan No. 381/2005 RPMP Tata Cara Sertifikasi NKV
3. | Persyaratan | « Memiliki dokumen UKL/UPL * Memiliki bangunan, sarana, dan/atau
teknis yang khusus dipersyaratkan peralatan usaha yang penuhi std HS;

unit usaha bersangkutan telah
menerapkan cara yang baik secara terus
menerus sesuai tahapan proses produksi
produk hewan;

* memiliki

dibuktikan dengan ijazah,;

* memiliki tenaga kerja teknis dg
kompetensi di bidang HS dan higiene
produk hewan - sertifikat kompetensi.




No Uraian Permentan No. RPMP Tata Cara Sertifikasi
381/2005 NKV
4. Tata cara Permohonan * Permohonan diajukan ke
audit diajukan ke Kepala otoritas veteriner provinsi

Dinas Provinsi yang
membidangi Fungsi
Peternakan/Keswan

Audit unit usaha
dilakukan oleh
auditor provinsi

FELOGINER L ERER]
audit:

v' Dapat diterbitkan

v' Dapat diterbitkan
dengan catatan

v" Ditolak

Verifikasi dilakukan
oleh auditor DJ
PKH

atas nama gubernur melalui
dinas provinsi

« Permohonan unit usaha
ekspor ditujukan juga ke POV
KMV di Kementan

* Audit unit usaha ekspor
dilakukan bersama-sama
antara auditor provinsi
dengan auditor DJ PKH

« Unit usaha yang tidak
memenuhi persyaratan NKV
dibina melalui Pra-NKV

« Surat Keterangan pra-NKV
dikeluarkan oleh otvet di
kab/kota




( tempat budidaya \
tempat produksi produk hewan
tempat produksi produk hewan nonpangan
rumah potong hewan
tempat pengumpulan dan penjualan
\ pengangkutan produk hewan J




PERSYARATAN AUDITOR NKV

memiliki sertifikat

auditor NKV yang
diterbitkan oleh
DITJEN PKH
. p 4

PNS yang

berprofesi bertugas di

dokter hewan bidang

Kesmavet

—

¢

AUDITOR
NKV



PENCANTUMAN NKV

a. NKV wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk hewan

b. Pencantuman NKYV dilakukan dalam bentuk:

yang tertulis dalam sertifikat yang menunjukkan jenis,
lokasi, dan nomor urut registrasi unit usaha produk hewan bersangkutan;

dan
Nomor Kontrol Veteriner
c. Pencantuman NKV menggunakan untuk karkas ruminansia, kuda, dan
babi, serta kerabang telur konsumsi
d. Pencantuman NKV dengan menggunakan pada

kemasan (primer & skunder) untuk:

« potongan daging ruminansia, kuda, dan babi;
« karkas utuh dan potongan daging unggas;

* telur konsumsi;

 susu; dan

« produk hewan lainnya



LOGO NKV

Kode Unit Usaha - lokasi — no. urut

Contoh

RPU 32/601-005




PENCABUTAN NKV

v’ NKV dapat dicabut oleh OV Prov
v~ I1zin usaha produk hewan dilakukan oleh bupati/walikota

No Alasan Pencabutan Waktu
a | atas permintaan pemilik unit usaha PH 7 hari
b | unit usaha PH dinyatakan pailit;
c | ditemukan penyimpangan yg dpt membahayakan
kesehatan dan ketentraman batin masyarakat; _
; : e 30 hari
d | kegiatan usaha pindah ke lokasi lain;
e |unit usaha PH tidak lagi memenuhi persyaratan | peringatan tertulis
f |tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 6 3X berturut-turut,
bulan berturut-turut selang waktu msg2
: 25 30 hr kerja
g | perubahan ruang lingkup jenis usaha
h | perubahan nama unit usaha Dilap. oleh

perubahan pemilik unit usaha

pemilik/penanggung
jwb ke otvet prov, cc
kab/kt & DJ PKH




D O

PEMBINAAN

POV KMV kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada unit usaha yang
belum memenuhi persyaratan

Pembinaan paling sedikit meliputi pembinaan dalam hal pemenuhan
persyaratan teknis

Pembinaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Unit usaha produk hewan dalam pembinaan yang telah memenuhi
persyaratan teknis dan belum memenuhi persyaratan administrasi,

dapat diberikan surat keterangan Pra-NKV oleh POV KMV
kabupaten/kota.

Jika setelah jangka waktu yang ditetapkan unit usaha belum memenuhi
persyaratan, POV KMV kabupaten/kota wajib mencabut surat keterangan
Pra-NKV dan bupati/walikota mencabut izin usaha unit usaha yang
bersangkutan, serta Unit usaha dilarang mengedarkan produknya di
wilayah Republik Indonesia.



PERSYARATAN TEKNIS UNTUK MEMPEROLEH
Pra-NKV:

memiliki bangunan, sarana dan prasarana usaha yang memungkinkan
dapat diterapkannya proses produksi yang higienis

memiliki tenaga kerja dan atau penanggung jawab yang mempunyai
pengetahuan tentang higiene sanitasi

melaksanakan praktek higiene sanitasi
mempunyal prosedur tetap untuk melakukan alur produksi

melakukan aktifitas penanganan limbah untuk mencegah pencemaran
terhadap produk dan lingkungan



PENGAWASAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh auditor Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat merekomendasikan kepada
POV KMV.

dRekomendasi dapat berupa mempertahankan atau mencabut Nomor
Kontrol Veteriner unit usaha yang bersangkutan.

Jika hasil evaluasi menunjukkan terjadi ketidaksesuaian yang
disebabkan oleh kelalaian auditor provinsi, Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan merekomendasikan kepada POV
KMV untuk memberikan sanksi kepada auditor provinsi bersangkutan.



Contoh Temuan Kritis pada audit pra NKV:

B Tidak ada dokter hewan penanggung jawab kesehatan hewan dan
kesmavet (RPH, RPU, RPB)

B Pemeriksaan ante mortem dan post mortem tidak dilakukan oleh
dokter hewan atau paramedik veteriner

B Alamat unit usaha tidak sesuai dengan yang alamat yang tercantum
dalam perijinan

B Tidak ada pemisahan fisik antara RPB dengan RPH/RPU

B Tidak ada pemisahan antara ruang dan alat pengolahan produk halal
dengan non halal

B | ampu tidak berpelindung
B Tidak memiliki gen set (cold storage)

B Jarak antara sumber air bersih dengan tempat pembuangan limbah
cair/septictank <8 m

B Penggunaan bahan kimia dan bahan tambahan makanan yang tidak
diizinkan



Hubungan Antara NKV dan Sistem HACCP




Sistem Keamanan Pangan
Berdasarkan
Istem HACCP/ISO 2200

NKV/GHP ISO 9000

Sebagai pre-requisite Sebagai universal
program program




SISTEM
HACCP/ISO
22000

Pemenuhan persyaratan
igiene, sanitasi & biosekuriti:
penerapan Cara Produksi Yang Baik
dan Standar Prosedur Operasi

Penerapan praktek higiene, sanitasi & biosekuriti:
sarana air bersih, pemisahan proses di daerah bersih
dan kotor, menghindari kontak langsung dg lantai




Rev. ISO 22000:2009

v' Dibentuk sebagai
penyempurna ISO
9001:2000

v Pada ISO 9001:2000

(sebagai sebuah
. standar sistem

manajemen mutu)

Sistem Manajemen Keamanan pangan —
Persyaratan untuk organisasi dalam rantai pangan




1ISO 22000:2005

1L sejarah IS0 22000:2005
2 Manfaat I1SO 22000:2005
3 Cara menerapkan I1ISO 22000:2005

4 Area penerapan ISO 22000:2005

ALR
15O

N

22000:2005
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1 SEJARAH 1SO 22000:2005

Tanggal 1 September 2005 adalah publikasi resmi standar
internasional ISO 22000:2005

Tujuan 2> menjamin keamanan pangan di keseluruhan rantai
pangan bagi seluruh organisasi yang bergerak di bidang pangan di
seluruh dunia

Standar ini telah mengalami perubahan berulangkali dalam
penyusunannya hingga sampai pematangan konsep sistem
keamanan pangan

Standar banyak diadopsi oleh berbagai organisasi yang bergerak
di bidang pangan hingga saat ini



N O

O O

2 MANFAAT ISO 22000:2005

. Terjalinnya komunikasi yang terarah dan terorganisasi antar mitra

bisnis

. Pengoptimasian sumber daya baik internal maupun sepanjang

rantai pangan

. Sistem pendokumentasian yang lebih baik
. Perencanaan proses lebih baik dan mampu mengurangi verifikasi

pasca proses

. Pengendalian yang dinamis dan efisien terhadap bahaya keamanan

pangan

. Semua ukuran pengendalian diterapkan ke analisis bahaya
. Manajemen yang sistematis dari program-program prasyarat (Pre-

Requisite programmes)

. Memiliki dasar yang sah untuk pengambilan keputusan
. Pengendalian terfokus kepada apa yang diperlukan sehingga

mampu menyimpan sumberdaya dengan mengurangi biaya lebih
dari sistem audit



3 CARA MENERAPKAN ISO 22000:2005

Mengacu kepada 4 ELEMEN KUNCI :

sebuah sistem analisa bahaya dan pengendalian titik-titik
Kritis bahaya pada proses pengolahan pangan.

kondisi dasar dan aktivitas yang
diperlukan untuk memelihara lingkungan yang higienis sepanjang rantai makanan.

sebuah sistem komunikasi yang melibatkan
pihak internal dan eksternal untuk mengkomunikasikan informasi atau perubahan apa pun
yang berkaitan dengan jaminan keamanan sepanjang rantai makanan.

yang menyediakan sumberdaya yang
diperlukan untuk sistem keamanan pangan, menjamin sistem keamanan pangan
dilaksanakan seluruh pihak di organisasi, dan mengendalikan sistem keamanan pangan
tersebut.



4 AREA PENERAPAN ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 dapat diterapkan
pada seluruh rantai pangan dari
produk primer sampai pada

konsumsi akhir

ISO 22000:2005 mengharuskan
bahwa semua bahaya yang mungkin
terjadi dalam rantai makanan,
termasuk bahaya yang berhubungan
dengan proses dan fasilitas yang
digunakan, diidentifikasi dan
ditinjau.
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>

CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION ?

badan internasional yang diberikan
mandat untuk mengembangkan standar pangan & teks terkait dalam rangka
melindungi kesehatan konsumen & menjamin praktek perdagangan yang adil
(fair) di bidang pangan

CAC dibentuk atas dasar Joint FAO/WHO Food Standards Programme
(program standart pangan FAO/WHO) pada tahun 1963

suatu wadah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan
kegiatan Codex di Indonesia, agar Indonesia dapat berperan aktif secara aktif
di forum Codex dan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan nasional di bidang pangan, sesuai dengan prinsip keamanan
pangan dan perlindungan konsumen, dalam rangka terwujudnya kesehatan
masyarakat Indonesia dan perdagangan yang adil di bidang pangan
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CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION ?

» CAC dibentuk atas dasar Joint FAO/WHO 775 World Health
Food Standards Programme (program @‘V Organization
standart pangan FAO/WHO) pada tahun
1963

> Keanggotaan Codex terbentuk untuk
seluruh negara anggota FAO dan WHO

» Sampai 2013 => 185 negara & 1 anggota
organisasi, yaitu European Union (EU)

> Negara Asia = 23 negara
y 0 > Negara anggota ASEAN - 10 negara
k. > Indonesia > sejak 1971
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Panifia Nasional Codex Indonesia

Kelompok Kerja Codex Indonssia

Panitia Masional Codex Indenesia merupakan forum terfinggi dalam organisasi
Codex Indonesia. Fungsi Panitia Masional adalah menetapkan kebijakan yang
bersifat makro dalam pengembangan penanganan Codex Indonesia serta penetapan
posisi Indonesia dalam sidang Codex.

Sekretariat Codex Contact Point
{Fusat Sistem Penerapan Handar-

Fungsi utama Kelompok Kerja Codex Indonesia adalah menyusun rencana kerja
tahunan dan mengevaluasi hasilnya, membahas hal-hal teknis penfing dalam
kaitannya dengan Codex, dan melakukan verifikasi rancangan posisi Indonesia uniuk

MC CCPFY sidang Codex yang disusun cleh Miror Committee, apabila diperlukan.
MC CCRYVDF, 1 MC CCGP, MC CAC,
MC CCPR, MC CCFFY, N CCAMW. NC MC CCFA, MC CCFFP, Mirror Committee Codex Indonesia dibentuk sebanding atau sesuai dengan

MC Exec Com,
MC CCFH, MC TFAF, CCMMP. MC CCFO, MC CCAGIA, MC CCCF, "“FQF_F Komite/Task Force yang ada dalam Codex dengan fungsi utama melakukan
MC TFFBT, MC CCMH MC CCCPL, M ATFC. M CCFL, (Kementerian pembahasan teknis substansi yang akan, sedang dan telah dibahas dalam sidang
(Kementerian HCTFF'! MG COMAS MC CCHFSDU Kelautan dan Komite/Task Force dalam ramgka menyusun rancangan posisi Indonesia maupun
Pertanian {Humntenm (BSH) (BPOM) Perikanan| mempersiapkan bahan (data) dalam rangka pembahasan posisi. Masing-masing
Perindustrian | Mirrar Committee dikoordinasikan cleh instansi yang memiliki tugas dan kewenangan
sesuai dengan Term of Reference (TOR) dari setiap Komite/Task Force Codex.

Katerangan Codex Contact Point Indonesia merupakan penghubung antara pemerintah Indonesia
ATFC - ASEAM Task Fors on Comex COFICS - Coder Commiltea on Food import and Expon CONMI ; Codex Commizas on Nairai Mineral Wanats dengan Sekretariat Codex yang berada di Roma, Italia. Sesuai dengan kesepakatan
CAC - Coder Almentanus Commigsion Camfianan and Inspecnon Systems COPFY . Coder Commizee on Frocessed Fruls and Vegeiaties bersama, Codex Contact Point Indenesia adalah Badan Standardisasi Masional.
CCASWA - Coordinning Commies for Asia CCFL Coder Commifiaa on Food Labeling COPR : Codes Commizes on Bestioifs Residue
CCOF - Coder Commites on Cantaminants in Foods COFD - Coflex Commiltae on Fats and Of CCRVOF : Codex Commizee on Resiguss of Verernary Dvugs in Food
COCPL : Codex Commites on Cereals, Pulses and Lequmes  CCGP - Coder Commites o Ganzral Prinoiples Exec Com - Executive Commizes
COFA Code Commines on Food Addiias CCMAS - Coder Commilles on Manods Analpsis ang Samping — TFAF Tk Fome an Animal Feeding
CCFFP - Coder Commines on Fish and Fishery Product COMH - Coder Cammite on Mear Hygine TFFET  : Task Force an Foods Cenved fram Eiichnoiagy
COFFY © Cader Commites on Frash Fruils and Vegerables COMMP - Codex Cammiitee on Mik and M Products TFFJ: Task Fovce on Fus and Vegerahis Jucag
CCFH Codex Commites on Food Hygiene CCHFSDU - Coder Commilles on Numnion and Foods for Spacisl TFOFF © Tiask Force a0 Quick Frozen Foods
Diemary Lseg

Struktur Organisasi Codex Indonesia
(berdasarkan Pedoman Penanganan Codex Indonesia Tahun 2011)
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